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ABSTRAK

Andi Niken Ayu N.F, 2021, Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada
Desa Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene). Skripsi, Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing

oleh Pak Agussalim selaku pembimbing | dén Ibu Saida Said selaku pembimbing
I

desa dalam menjalankan penge 1 \ berdasarkan Permendagri
Nﬂ. ZD Tﬂhurl znta y’aﬂﬂ e . dansa



ABSTRACT

Andi Niken Ayu N.F, 2021, Compliance of Village Apparatus in Village Financial
Management Based on Permendagri No. 20 of 2018 (Case Study in Limbua
Village, Kec. Sendana, Kab. Majene). Thesis, Accounting Study Program, Faculty
of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by
Mr. Agussalim as mentor | and Mrs. Saida Said as guide I1.

This research aims to find out how cog pliance
financial management in esa basedc
Limbua Village, Kec. Sendana, |
qualitative, the data sources |
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kepada desa, pemerintah berusaha mengurus dan mengatur urusan
pemerintahan dan kebutuhan desa masing masing. Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang desa, alokasi dana desa yang diterima paling sedikit
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aparatur desa secara langsung, apabila kinerja pemerintah desa sudah baik,
maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang balk juga, begitupun
sebaliknya. Akan tetapi apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak
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dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat maka pemerintah desa
dikatakan belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada
masyarakat (Hasanah,2020).
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mengetahui sejauh mana kepatuhan aparatur Desa Limbua dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan dana dasa. Sehingga penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna membangun




sarana dan prasarana desa bisa transparan dan akuntabael beradasarkan
Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Berdasarkan latar

belakang maka perlu dilakukan pepelitian yang berjudul “Kepatuhan

pemerintah Kabupaten Majene khususnya pemerintah Kecamatan
Sendana, Desa Limbua mengenal pentingnya kepatuhan aparatur desa
dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun
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6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Desa merupakan suatu tempat yang masyarakatnya mempunyai sikap
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250 Zelfbesturende landchappen” dan _Volsgemeenschappen™, seperti
Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dudun dan marga di
Palembang, dan sebagainya (Widodo,2016).



2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah Kab/Kota.



4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Peraturan Bupati Majene 4No. 17 Tahun 2016 dijelaskan

didalam wilayah dan masyarakal desa yang mempunyai dampak
internal desa,

3. Kewenangan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dan
kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
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4. Keglatan yang telah dilaksanakan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dan pihak ketiga.

"Zf V}”""n,i . “\‘!\s‘\;i?b%\j’tj'\ ’
P LTy smn S QN
// U A \\

/ Situ ‘.!“}\ N
4 ([l ‘\’ .

adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi yang
dimiliki oleh aparat desa sebagal pengelola keuangan akan mempengaruhi
kualitas akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan (Masruhin,2019).
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sehingga kompetensi aparatur desa sangat diperlukan sehingga pengelolaan
dana desa dapat tercapai untuk mendorong pembangunan desa yang
maksimal,

memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hak dan kewajiban masyarakal diatur dalam Undang- Undang Nomaor 6
Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa berhak untuk:




1. Meminta dan mendapatkan Iinformasi dari pemerintah desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
n  kemasyarakatan Desa, dan

pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengelolaan keuangan desa adalah
seluruh kegiatan melipuli perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
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pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala
desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

el 3
R T ~
e N
A R

v e

7
f/uf, - \\\\\:

/r <, N':_-

///,YO/ /‘l'l"':z.- \‘\\\'x\. -
{I'J",", 4 al

4

»

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
b. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa,

kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
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perangkal desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan

3. Pembinaan d
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I.  Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Menurut Permendagri No. 20
Tahun 2018
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desa secara lransparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti
dikelola secara terbuka, akuntabel berartl dipertanggungjawabkan secara
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hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakal dalam prosesnya.
Disamping Itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai
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a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6
tahun,
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b. Rencana pembangunan tahun desa atau yang disebut rencana kerja
pemerintah desa (RKP desa), merupakan penjabaran RPJM untuk
jangka waktu 1 tahun.

— /‘\ Desa, dan RKP Desa

desa yang
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Kepala desa harus menyusun dan menyampaikan laporan atas
pelaksanaan tugas, kewenangan lugas, hak dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa demi terciptanya pengelolaan keuangan
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yang transparansi dan akuntabilitas. Laporann tersebut bersifat peiodik
semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BupatiWalikota, Laporan
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pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa,
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b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember,
¢. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
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8. Asas kelerbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memparoleh informasi yang benar, jujur dan tidak desknminalif tentang
pengelolaan keuangan desa.
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9. Asas pemeriksaan oleh BPK yang bebas dan mandiri.
10. Asas value for money, yaitu pengelolaan keungan harus dilakukan secara
ekonomis, efisien dan efektif,

C 5

A
2

adalah pengelolaan keuangan desa lersebul dapal mencapal sasaran alau
tujuannya.
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Efesien yang dimaksud yaitu, pengelolaan keuangan dana desa dapat
menghasilkan perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran dana desa.
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35

memberikan gambaran umum tentang lalar belakang penelitian dan sebagai
bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin,2019).
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Desa Boreng

uthiatul Pngelolaz enggunakan Peraturan
isanah euangan Dans Daerah (PERDA) Nomor 8

2020)  [Desa Berdasari /\ entang  Perubshan
Paraturan ~ ran Pendapatan Dan




pengaruh positif Terhadap
Pengelolaan Dana Desa.
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6. [Umi PurwantiTransparansi Penelitian Desa Melilian sudah
(2021) transparan dan pengelolaan

eungan Desa sudah sesua
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(Studi kasus - Kesiapan pelaksanaan, 7

Tanggaran) desa dengan  kategor|
sangat siap dan 1 desa
dengan kategori siap.
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untuk  mengimlementasikan
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desa yaitu:

1. Tahap perencanaan
Tahap perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan badan



permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipalif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai

tujuan pembangunan desa.
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tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke
Bupati/Walikota.




5. Tahap pertanggungjawaban
Tahap pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan laporan
yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini

mengurus keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban (Hasanah,2020).
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Dengan adanya peraturan menteri tentang laporan keuangan desa
menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa yang waijib dilaporkan oleh pemerintahaz
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Limbua Kecamatan Sendana
yang terletak di Kabupaten Majene. Waktu penelitian yaitu selama 2 bulan

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara
mendalam untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan
dalam penelitian. Adapun subjek wawancara ditujukan pada Kepala Desa



Limbua, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Pada saal mengajukan
pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau
bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalul alat komunikasi,

mmwmmmwnanamm
pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori
dmmmmmwnhmuwdmunm
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memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagal
bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin,2019).
Peneliian  Deskriptif erupaks penelitian  yang  berusaha




Gambar 2.2 Batas wilayah Desa Limbua
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Kedudukan wilayah administratif demikian mengindikasikan bahwa
Desa Limbua berbatasan dengan desa/kelurahan pantal dan yang bukan
desa pantai. Desa Limbua berdampingan langsung dengan Ibu kota
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8. r(nvmn Industri Kecil/Rumah Tangga Tidak Ada
n Saluran Listrik Tegangan Tinggi
9. Ada
SUTET)
10. r(mmun Rawan Ada
11. Kawasan | Tidak Ada
12, Ada
13, \ /
o A
<
C) U
e
0
®
4
2 Laut
3. Ke Sungal 1Km
4, r<a Pinggir Hutan 4 Km
5 r(a Pasar 500 Km
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E.J(ﬂ Pelabuhan 2 Km

7. |Ke Bandara =

B. [Ke Terminal 30 Km

W
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Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Majena Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditetapkan struktur
organisasi Pemerintah Desa Limbua sebagal berikut :
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7. Visi dan Misi Kantor
Visi:

Mewudjkan Desa Limbua yang maju, mandiri, dan sejabtera melalu
pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat.
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Misi:

A. Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Desa
1. Pembangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur

C. Bidang pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa
1. Mengambangkan kelembagaan ekonomi local dengan
membangun berbagal kerja sama efektif antar pelaku usaha
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ekonomi di Desa dengan membentuk badan usaha milk desa
(BUMDES).
2. Menumbuhkan usaha ekonami sesuai karasteristik kemampuan,

pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah
desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa.



Adapun proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) di Desa Limbua yaitu diawali dengan proses musyawarah
yang dilakukan di bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya. Musyawarah
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Kantor Desa Limbus, 10 Agustustus 2021).
Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Pak Zaldi selaku Kepala
Desa Limbua dapat disimpulkan bahwa tahap awal dalam proses
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perencanaan keuangan Desa Limbua sudah sesuai dengan ketentuan

Permendagri Nomor 20 tahun 2018,
Tabel 2.3 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Perencanaan
endagri Nomor 20 tahun

3. | Materi muatan Peraturan| Kepala Desa Rancangan Sesuai
BupatifWali K Peraturan Desa tentang
sebagaimana d APBDesa disampaikan oleh




pada ayal (2) paling sedikil Kepala Desa kepada BPIJ

ﬁh A“Abs 1
‘\\\\\“h 'I////

cara yaitu masing-masing Kepala Seksi (kasi) mengajukan surat perintah
pembayaran (SPP) dilampiri dengan rencana anggaran blaya (RAB) yang
ditujukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Sekretaris
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Desa adalah melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut.
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2. | Pembuatan rekanhq Semua sudah dibuat oleh Sesuai
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buku kas
untuk pencatatan
2. Format buku kas umum yang digunakan
perincian obyek penerimaan dan buku kas harian
pembanltu




"Disini untuk pembukuan itu di lakukan setiap bulan dan dilaporkan
setiap 3 bulan, karena sistemnya per ri wulan. Sejak 2016 kita juga
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Bupati/Walikola. Laporan yang disusun terdiri dari laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa.
Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan
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Jalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala Desa dituntut
tepat wak tu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda
mmmﬂmdmmmmmm
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tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil analisis
pelaporan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini-
Tabel 2.6 Kepatuhan Aparatur Desa dalam Proses Pelaporan
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Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Sesual dengan Permendagri Ng. 20 Tahun 2018 kepala desa







57

W N || N7 A

el '-\\‘Li:-i.i', Wi
.{ \‘§§“\ N ;’/’iy/«'ﬁ///
DEMKas-De } AT

L




1 1 e 1 NG C

¥ =

_ uy

" NI
% .

74

AN
'///}%J o Q\\\\\

LN -
-




DAFTAR PUSTAKA

Aditama, W. {Zﬂiﬂ}.angaruthmApamMDmdempml
hhaymtanhadap

‘/// J«u wo \\\
///Ilmu\\\\\
// ‘! \\

Permendagri No.20 Tahun 2018. Jurnal EMBA, 8(1), 163-172.

59




Masruhin, Anam, & Kukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur,
Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran
Anggaran terhadap Pengelolaan Dana desa (Studi Empiris pada

Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo).

Journal Of Economic, Business and Engineerin, 1, 181-130,

. i
\Q\\p‘KASs‘q “

n

¢

"'I.I'
4 -~
*

S \
SOV e
Ty
N2 Y o Y
'-.‘:;.:'-‘.\\"‘\“:1_.1 ':"\('/“::”

u.'!l_lr.

mpementasi Permendagri No.20 lhun 2018
inmann Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan
angaran).

Tola, D.. & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.
Jumal Pendidikan Ekonomi, 5(1).




61

Umi, P.. & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

wm'mrr)'“m Me ;'.
Widodo, D. B (2016) "Peng
Bogor







63

LﬂnpimntﬂlﬂrMmennmpﬂaKmMlem

‘i 1 Z)

\ A
&\\\!IIII/&/

.

Kepala Desa Limbua yang telah terlaksana kepada Bupali Majen
menyampaikan melalui Camal. Semester awal dan




Realisasi P
Pela akhir. Semester awal itu kita laporkan setiapl
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara pada Sekretaris Desa Limbua,
Kec. Sendana, Kab. Majene.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut,
Proses selanjutnya, surat permintaary
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Kec. Sendana, Kab. Majene.
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BIOGRAFI PENULIS

Andi Niken Ayu N.F panggilan Niken lahir di Majene pada
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